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Skripsi ini dirancang guna menganalisis penerapan actio pauliana berkaitan dengan perkara pada Putusan
No. 01/Pdt.Sus/Actio.Pauliana/2014/PN.Niaga.Mks jo. Putusan No. 118K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo. Putusan
No. 74PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Herry yang telah dinyatakan pailit, dianggap telah mengalihkan aset
sebanyak 16 tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik. Permasalahan yang akan diteliti adalah
penerapan hukum formil dan materiil terhadap gugatan actio pauliana utamanya menekankan pada kapasitas
mengajukan suatu gugatan oleh Kurator dan juga akibat hukumnya. Kurator dalam perkaraa quo

mengaj ukan gugatan dengan berdasarkan Surat Permohonan Kurator kepada Hakim Pengawas No.
398/Kurator-LFSZP/V111/2013 tertangga 03 September 2013. Dengan menganalisis pertimbangan hakim
dan juga bukti dan keberatan yang digjukan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan melalui
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Kurator dalam perkaraini sepatutnya mendapatkan izin dari Hakim Pengawas terlebih dahulu sebelum
mengajukan gugatan yang pada umumnya berbentuk surat penetapan. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Penulis memperoleh
kesimpulan bahwa dalam putusan a quo ditemukan fakta bahwa Majelis Hakim luput terhadap jangka waktu
pengalihan aset dimana terdapat pengalihan aset yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu)
tahun, yakni antara Herry dengan Tergugat 111 melalui AJB No. 192/2011 dan N0.193/2011, dimana hal ini
tidak sgjalan dengan Pasal 42 UUK PKPU. Magjelis Hakim juga akan lebih tepat apabila dapat menguraikan
mengenai kapasitas Kurator dalam mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 69 ayat (5) UUK PKPU.

...... Thisthesisis created to anayze the implementation of actio pauliana related to case in Decision
No.01/Pdt.Sus/Actio.Pauliana/2014/PN.Niaga.Mks jo. Decision No.118K/Pdt.Sus-Pailit/2015
0.DecisionNo0.74PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Herry, who has been declared bankrupt, is deemed to have
transferred assets, namely 16 lands and buildings with Freehold Titles. The issue to be examined is the
application of formal and material law to actio paulianalawsuit, mainly focusing on the capacity to filea
lawsuit by the Bankruptcy Receiver and the legal consequence. The Bankrupty Receiver in this casefiled a
lawsuit based on the Bankruptcy Receiver’'s Request Letter to the Supervisory Judge No. 398/Kurator-
LFSZP/V111/2013 dated September 3, 2013. By analyzing the judge's considerations and also the evidence
and objections submitted by referring to the provisions of the legislation through Law Number 40 of 2007
concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, the Bankrupty Receiver in this
case should obtain permission from the Supervisory Judge before filing alawsuit, which generally takes the
form of a determination letter. The research method used in this study is normative juridical with a
descriptive research typology. The author concludes that in this decision, it was found that the Panel of
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Judges overlooked the timeframe for asset transfer, where there was a transfer of assets made within a
period of more than 1 (one) year, between Herry and Defendant 111 through AJB No. 192/2011 and
N0.193/2011, which is not in line with Article 42 of the Law on Bankruptcy and Postponement of Debt
Payment Obligations. The Panel of Judges would also be more appropriate if they could elaborate on the
capacity of the Bankrupty Recelver in filing alawsuit as stipulated in Article 69 paragraph (5) of the Law on
Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations.



